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ABSTRAK -

Bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik
dan sehat bagi pemilik bangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka setiap pelaksanaan pembangunan
perumahan dan permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman yang memadai, dalam rangka memberikan jaminan
ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan
kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap Prasarana, Sarana
dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 2009 tentang pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu mengatur Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka
Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4861), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624), Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Peraturan
Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang
Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42).



CATATAN

Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketentuan Umum, diatur tentang
Tujuan dan Prinsip, diatur tentang Perumahan, diatur tentang Prasarana, Sarana
dan Utilitas, diatur tentang Penyediaan PSU, diatur tentang Sanksi Administratif,
diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, diatur tentang
Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, diatur tentang
Pengelolaan, diatur tentang Pengawasan dan Pengendalian, diatur tentang
Penyidikan, diatur tentang Ketentuan Pidana, diatur tentang Ketentuan
Peralihan, diatur tentang Ketentuan Penutup.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2023.
Penjelasan: 4 halaman.



